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ABSTRAK 
 
 
 
PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP 
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN 
JENEPONTO 
 
 
Kartika 
Agussalim 
Sanusi Fattah 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh belanja 
pemerintah daerah dalam urusan belanja pendidikan, belanja kesehatan 
dan belanja  ekonomi  terhadap  indeks  pembangunan  manusia   
Kabupaten Jeneponto. Dengan menggunakan time series selama periode 
tahun  2005-2014  dengan  metode regresi  berganda.  Perhitungan  data  
dalam penelitian ini menggunakan program EViews 8. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa sebesar 100% variasi variabel independen dalam 
penelitian ini dapat menjelaskan variabel indeks pembangunan manusia di 
Kabupaten Jeneponto, Variabel belanja pendidikan (X1), belanja 
kesehatan (X2) dan belanja ekonomi (X3) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 
Jeneponto. 
 
Kata Kunci :  belanja  pendidikan,  belanja  kesehatan,  belanja  ekonomi,  
dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
INFLUENCE OF GOVERNMENT COST TO HUMAN DEVELOPMENT 
INDEX IN JENEPONTO 
 
Kartika 
Agussalim 
Sanusi Fattah 
 
This research aims to analyze how much the influence of local 
government cost in case of education cost, health cost and economic cost 
to the human development index of Jeneponto regency. Using time 
series during period 2005-2014 with double regression method. Data 
calculation of this research use Eviews   8   programs.   Result   of   this   
research   shows   that   100%   variation independent variable can explain 
variable of human development index in Jeneponto regency, . Variable of 
education cost (X1), health cost (X2) And economic cost (X3) has a positive 
afected and significant to human development index in Jeneponto 
regency. 
 
Keywords: Education cost, health cost, economic cost and Human 
Development Index (HDI) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 
Pembanguan meupakan proses perubahan yang berjalan secara terus 
menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara 
material maupun spiritual , pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu 
proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktur social, 
sikap-sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional. 
Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai focus dan 
sasaran akhir dari pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas 
sumberdaya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan dalam 
rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 
Pembangunan sumber daya manusia mencakup peningkatan kapasitas 
dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk 
mendapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.  
pembangunan yang dimaksudkan adalah untuk melakukan perubahan 
secara struktural melalui upaya sistematis dan terencana proses perencanaan 
meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai program yang telah 
diimplementasikan pada periode sebelumnya. 
Pembangunan manusia (human development) dirumuskan sebagai 
perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya 
pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar agar dapat 
sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (UNDP,1990). 
Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur 
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panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses 
terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. 
United Nations Development Programme (UNDP) telah mengembangkan 
Human Development Index (HDI) atau yang dikenal dengan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas 
hidup manuisa yang mencakup kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi 
(daya beli). 
Pendidikan dan kesehatan  merupakan tujuan dari pembangunan yang 
mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan 
merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan 
berharga, keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas 
manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan ( Todaro, 
2003). 
Kesehatan merupakan faktor penting pembangunan manusia. Kesehatan 
mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan 
dan pada gilirannya mempengaruhi produktivitas masyarakat membicarakan 
kesehatan tidak hanya mempersoalkan pelayanan kesehatan saja melainkan 
akan berkaitan dengan kesejahteraan seluruh masyarakat. 
Dalam perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah 
pastinya memerlukan dukungan terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut 
dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran di sektor-sektor yang  menunjang 
pembangunan manusia,diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 
IPM merupakan suatu indeks komposit berdasarkan tiga indikator yaitu 
angka harapan hidup pada waktu lahir, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama 
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sekolah.indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator harapan 
lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan. 
Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian 
pertama banyak Negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil 
mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi 
kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan.Kedua banyak Negara maju yang 
mempunyai tingkat pendapatan yang tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi 
masalah-masalah sosial. Ketiga beberapa Negara yang berpendapatan rendah 
mampu mencapai tingkat pembanguan manusia yang tinggi karna mampu 
menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan 
kemampuan dasar manusia (Wahid : 2012). 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks pembangunan manusia 
(IPM) Indonesia rata-rata dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari data Tahun 
2010  IPM Indonesia sebesar 66.53%, meningkat sekitar 2%dalam kurun waktu 5 
tahun menjadi 68.90% Tahun 2014. Angka IPM Terbesar di Indonesia 
ditunjukkan oleh Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang selalu lebih tinggi 
dibandingkan angka IPM nasional. Apabila tahun 2010 IPM DKI Jakarta sebesar 
76.31% meningkat menjadi 78.39%. Sedangkan IPM Sulawesi Selatan dari data 
diatas menunjukkan bahwa IPM Sulawesi Selatan selalu berada dibawah IPM 
nasional yaitu berkisar 66.00%, 66.65%, 67.26%, 67.92% dan 68.49% masing-
masing Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. 
Prioritas belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan 
meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan 
pembangunan manusia dapat dicermati dari besar kecilnya IPM. Apabila IPM 
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mengalami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan 
masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan 
meningkat, pada gilirannya penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik 
segi jumlah maupun kualitasnya. 
Kita dapat melihat IPM beberapa Kota/Kabupaten di Sulawesi Selatan 
dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014. Dari 24 Kota/Kabupaten di 
Sulawesi Selatan angka IPM tertinggi ditunjukkan oleh Kota Makassar yang 
selalu lebih tinggi dibandngkan IPM Sulawesi Selatan. Apabila Tahun 2014 IPM 
Sulawesi Selatan sebesar 68.49%, IPM Kota Makassar cenderung lebih tinggi 
yaitu sebesar 79.35% pada tahun yang sama. Kabupaten Bantaeng memiliki 
angka IPM sebesar 65.77% pada Tahun 2014 dan berada diposisi menengah 
dari tingkat Kota/Kabupaten di Sulawesi Selatan. Sinjai, Bone dan Jeneponto 
adalah tiga kabupaten/kota dengan IPM terendah di Sulawei Selatan.Sementara 
IPM terendah di Sulawesi Selatan berada pada Kabupaten Jeneponto yang 
hanya bekisar 61.45% pada Tahun 2014. 
Untuk mengukur keberhasilan kinerja pembangunan manusia suatu 
wilayah, digunakan Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup Indeks 
Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks pengeluaran. IPM Kabupaten 
Jeneponto sedikit mengalami peningkatan selama kurun waktu 2010-2014 yaitu 
dari 58.31% - 61.45%. kenaikan ini sebagai akibat naiknya semua komponen 
pendukung IPM. 
Kemampuan penduduk Jeneponto dalam menyerap informasi di 
kabupaten Jeneponto tercermin dalam besarnya Indeks Pendidikan yang 
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mengalami kenaikan 1.98% .Meskipun tidak banyak mengalami perubahan, 
namun sudah cukup baik bahwa terdapat 75.75% dari penduduk Jeneponto usia 
15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis latin.selain indeks  kesehatan 
dan pendidikan IPM  mencakup aspek perekonomian yang tercermin dari Indeks 
pengeluaran masyarakat pada suatu periode waktu tertentu.tercatat bahwa 
Indeks Pengeluaran penduduk Jeneponto selama tahun 2014 adalah 64.87%. 
Dari data diatas kita dapat melihat indikator IPM Kabupaten Jeneponto 
yang di mana terdapat empat komponen yaitu, Angka Harapan Sekolah (AHH), 
Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Paritas Daya 
Beli. Dapat dilihat Angka Harapan Sekolah (AHH) tiap tahunnya mengalami 
peningkatan dimulai dari tahun 2010 sebesar 65.09% sampai tahun 2014 
sebesar 65.39%. Kemudian  Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tiap tahunnya 
mengalami peningkatan dimulai dari tahun 2010 sebesar 5.15 tahun sampai 
tahun 2014 sebesar 5.63 tahun. Selanjutnya Harapan Lama Sekolah (HLS) tiap 
tahunya mengalami peningkatan dimulai tahun 2010 sebesar 9.93 tahun sampai 
tahun 2014 sebesar 11.68 tahun dan yang terakhir Paritas Daya Beli tiap 
tahunnya mengalami peningkatan dimulai tahun 2010 sebesar Rp.813.8 sampai 
tahun 2014 sebesar Rp.841.7. 
Rendahnya IPM kabupaten Jeneponto yang hanya sebesar 61.45% (BPS 
Sulsel,2014) dan menempatkan Kabupaten Jeneponto sebagai daerah IPM 
terendah dan termiskin di Sulsel. Rendahnya IPM tersebut juga dapat dimaknai 
sebagai rendahnya Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan yang ada di daerah 
tersebut. Meski juga terdapat Indeks daya beli sebagai indeks Komposit 
penyusunan IPM itu sendiri. Namun yang cukup menarik untuk dilihat adalah 
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rendahnya Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan yang berkontribusi terhadap 
Pembangunan ekonomi di Kabupaten Jeneponto. Rendahnya Indeks Pendidikan 
tersebut memberi pesan angka RLS (Rata-rata Lama Sekoah) dan Harapan 
Lama Sekolah (HLS ) yang ada di Kabupaten Jeneponto sangat memprihatinkan 
yang salah satunya di tandai dengan kelompok anak-anak yang banyak 
mengalami putus sekolah. Tidak terkecuali bagi mereka yang hidup di daerah 
pesisir dan rendahnya Indeks Kesehatan yang di ukur dengan AHH (Angka 
Harapan Hidup) yang masih kesulitan mengakses dunia kesehatan. 
Padahal alokasi dana yang dianggarkan pemerintah setiap tahun untuk 
dana pendidikan dan kesehatan setiap tahun mengalami peningkatan alokasi 
anggaran bidang pendidikan, yang bertujuan untuk mereduksi angka putus 
sekolah dan buta huruf dan alokasi anggaran dibidang kesehatan yang bertujuan 
untuk mengurangi Angka Harapan Hidup. 
Berdasarkan Teori dan Data yang diuraikan maka peneliti akan meneliti 
lebih lanjut tantang ‘’Pengaruh Belanja pemerintah Terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Kabupaten Jeneponto Periode 2005-2014’’. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dengan memperhatikan latar belakang dan uraian yang telah diungkapkan maka 
permasalahan yang akan dianalisis dalam penilitian ini adalah: 
1. Seberapa Besar pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks 
Pembangunan    Manusia? 
2. Seberapa Besar pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia ? 
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3. Seberapa Besar pengaruh Belanja Ekonomi terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk Mengetahui pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. 
2. Untuk Mengetahui pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. 
3. Untuk Mengetahui pengaruh Belanja Ekonomi terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat penelitian  sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta 
menyelaraskan apa yang di dapat selama kuliah dengan yang terjadi. 
2. Sebagai referensi dan pembanding bagi peneliti lain yang ingin meneliti 
masalah ini dengan memasukkan variabel-variabel lain yang turut 
mempengaruhi indeks pembangunan manusia. 
3. Digunakan sebagai salah satu sumber informasi dan bahan pertimbangan 
pemerintah Kabupaten Jeneponto maupun instansi yang terkait dalam 
pengambilan kebijakan. 
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BAB II 
TINJUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teoritis 
2.1.1  Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan, Kesehatan 
dan Ekonomi ) dengan IPM 
Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang 
menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap 
pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. 
Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah 
terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus 
menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi 
dan sebagainya. (Dumairy, 1997). 
Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah 
tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal 
landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. 
Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan 
swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga 
menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam 
jumlah yang lebih banyak.  
Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan 
terjadinya hubungan antarsektor yang makin komplek. Misalnya pertumbuhan 
ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan 
semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan 
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mengatur dan mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus 
melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat 
meningkatkan kesejahteraan mereka (Basri , 2005).  
Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, 
investasi swasta dalam presentase terhadap PDB semakin besar dan presentase 
investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi 
lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam 
pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-
pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, 
program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya 
(Dumairy, 1997). 
Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari 
pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak 
negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu.Selain tidak jelas apakah 
tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa 
tahap dapat terjadi secara simultan.(Mangkoesoebroto, 1994). 
Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan 
kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan 
kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh 
pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental (Lanjouw, 
dkk 2001). 
Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan 
untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik 
dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi 
pertumbuhan ekonomi.Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi 
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ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi.Seperti diungkapkan 
oleh Meier dan Rauch (2000), pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal 
manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena 
pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan 
akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia 
merupakan input dalam fungsi produksi agregat. 
Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ada disebutkan bahwa 
pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 persen 
anggaran untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedinasan. Jadi, 
anggaran pendidikan yang dimaksud di sini adalah termasuk kategori anggaran 
pembangunan karena tidak termasuk di dalamnya anggaran rutin yang berupa 
gaji dan lain-lain.  
Sedangkan untuk masalah kesehatan merupakan kebutuhan mendasar 
bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan 
suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan 
jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori 
human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting 
daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Setiawan, 
2006). Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap 
perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak 
sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. 
Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh 
pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. 
Belanja sektor ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia dalam 
membelanjakan pendapatannya, rumah tangga cenderung membelanjakan 
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barang-barang yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan 
manusia seperti makanan, air, pendidikan dan kesehatan yang tergantung pada 
sejumlah faktor seperti tingkat dan distribusi pendapatan antar rumah tangga, 
siapa yang mengontrol alokasi pengeluaran dalam rumah tangga. Umumnya, 
penduduk miskin menghabiskan porsi pendapatannya lebih banyak ketimbang 
penduduk kaya untuk kebutuhan pembangunan manusia dan andil perempuan 
cukup besar dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Ketika tingkat 
kemiskinan tinggi, yang dikarenakan rendahnya pendapatan  per kapita atau 
karena buruknya distribusi pendapatan, pengeluaran rumah tangga untuk 
kebutuhan pembangunan manusia menjadi rendah.  
Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mereduksi 
kemiskinan, reduksi kemiskinan sangat bervariasi dengan distribusi pendapatan 
dan berubah-ubah. Pereduksian distribusi pendapatan dan kemiskinan melalui 
pertumbuhan sangat tergantung pada proses pertumbuhan ekonominya secara 
khusus di dasarkan pada penciptaan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan 
pedesaan. 
Peranan fungsi alokasi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan 
manusia adalah fungsi total pengeluaran sektor publik, seberapa besar alokasi 
pengeluaran sektor publik untuk sektor pembangunan manusia dan bagaimana 
pengeluaran tersebut dialokasikan. Perananan alokasi pengeluaran publik oleh 
pemerintah ini sangat memegang peranan yang sangat penting di dalam 
pembangunan manusia. 
2.1.2. Pembangunan Manusia 
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United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan 
pembangunan manusia sebagai suatu “proses untuk memperluas pilihan-pilihan 
bagi penduduk ” (Human Development Report, 2001), dalam arti bahwa manusia 
diberi pilihan yang lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang 
menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya. Ada tiga hal yang dianggap penting 
untuk pilihan manusia, yaitu untuk memiliki kehidupan yang panjang dan sehat, 
untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan memiliki akses terhadap sumber daya 
yang diperlukan untuk mendapat standar hidup yang layak. Apabila tiga faktor 
yang kritis tersebut tidak dipenuhi maka banyak pilihan lainnya yang tidak akan 
dapat dicapai, misalnya kemerdekaan politik, ekonomi, sosial, serta kesempatan 
untuk memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi, menikmati rasa terhormat 
dan hak-hak azasi manusia. 
Konsep pembangunan manusia dalam pengertian diatas jauh lebih luas 
dari pada teori pembangunan ekonomi yang konvensional, termasuk model 
pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan 
kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model 
pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi 
nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai 
input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan 
kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (beneficiaries) bukan sebagai 
objek perubahan. Pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar memfokuskan pada 
penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup. 
Pembangunan  manusia  memiliki  dua   sisi:  pertama,  fungsi  dari 
keberdayaan manusia dan kedua, pemakaian keberdayaan itu untuk 
keseimbangan kehidupan dan tujuan produksi (National Human Development for 
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Balize, 1997). Sesuai dengan konsep pembangunan manusia, pendapatan 
hanyalah salah satu pilihan manusia walupun termasuk yang terpenting.Tujuan 
pembangunan manusia  ialah memperluas pilihan bukan hanya pendapatan. 
Sebagai contoh bahwa pendapatan dapat digunakan untuk membeli obat yang 
esensial, atau narkotika. Oleh karena itu, pendapatan hanyalah media bukan 
tujuan akhir, karena pendapatan dapat digunakan untuk tujuan yang buruk bagi 
kehidupan manusia. 
Kesejahteraan masyarakat tergantung kepada cara penggunaan 
pendapatan tersebut, bukan kepada tingkat pendapatan itu. Dari pengalaman 
banyak negara terlihat bahwa pembangunan manusia yang tingkatnya cukup 
tinggi juga di jumpai pada negara yang tingkat pendapatannya hanyalah 
moderat, dan pembangunan manusia dengan tingkat yang rendah terdapat juga 
pada negara yang pendapatannya relatif tinggi. Dari fakta tersebut dapat diambil 
suatu kesimpulan sederhana bahwa tidak otomatis ada hubungan antara 
pendapatan  yang tinggi dengan kemajuan pembangunan manusia. 
Pada umumnya model dari pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk 
meningkatkan GDP dan tidak memasukkan peningkatan kualitas kehidupan. 
Pertumbuhan GDP memang penting, tetapi tidak cukup untuk pembangunan 
manusia. Demikian pula teori pembentukan modal manusia dan pembangunan 
sumber daya menganggap bahwa manusia hanya sebagai media, bukan 
merupakan tujuan akhir, hanyalah sebagai instrumen untuk menghasilkan 
barang-barang yang lebih banyak. Sebenarnya manusia bukan hanya sekedar 
faktor modal tetapi manusia juga adalah tujuan akhir dan penerima manfaat dari 
proses pembangunan. 
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Oleh karena itu, konsep pembentukan modal manusia hanya menangkap 
satu sisi dari pembangunan manusia. Sementara itu pembangunan dengan 
pendekatan kesejahteraan menganut prinsip bahwa manusia sebagai pengguna 
manfaat, bukan sebagai agen perubahan atau peserta dalam proses 
pembangunan.Dan akhirnya pendekatan kebutuhan dasar menitik beratkan pada 
penyediaan barang dan jasa kepada kelompok penduduk yang tertinggal, bukan 
memperbesar pilihan umat manusia di segala bidang. 
Sebagaimana laporan UNDP  (1995), dasar pemikiran konsep 
pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 
a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat 
perhatian; 
b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi 
penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. 
Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat 
pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek 
ekonomi semata; 
c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya 
meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada 
upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia 
tersebut secara optimal; 
d. Pembangunan manusia di dukung empat pilar pokok, yaitu: 
produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan; 
e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan 
pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk 
mencapainya. 
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Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-
hasil pembangunan. Kesamaan kesempatan harus sama untuk generasi 
sekarang dan generasi mendatang. Dan semua orang, laki-laki dan perempuan 
harus diberdayakan untuk mengambil bagian dalam merencanakan dan 
melaksanakan faktor-faktor kunci yang membentuk masa depan mereka. 
2.1.3  Indeks Pembangunan Manusia 
Pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat 
seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut 
dapat teratasi permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah 
kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan 
demokrasi. Namun capaian pembangunan manusia secara parsial sangat 
bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa 
aspek pembangunan lainnya gagal. Berbagai ukuran pembangunan manusia 
dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang 
dapat dibandingkan antar wilayah atau antar Negara. Melihat hal itu, Badan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar 
pembangunan manusia yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human 
Development Index (HDI). Dalam menghitung nilai IPM, dapat dilihat sebagai 
berikut: 
IPM = √𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 × 𝐼𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛  ×  𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
3  
Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu 
dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan 
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untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang 
sama dalam hal pembagunan manusia. 
1. Kelompok ‘’sangat tinggi’:’ IPM ≥ 80 
2. Kelompok ‘’tinggi’’: 70 ≤ IPM < 80 
3. Kelompok ‘’sedang’’: 60 ≤ IPM < 70 
4. Kelompok ‘’rendah’’: IPM < 60 
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Yaitu: 
2.1.3.1 Indeks Pendidikan 
Salah satu komponen pembentukan IPM adalah di ukur dengan tingkat 
pendidikan. Dalam hal ini digunakan Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) 
mencakup dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS).  
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan 
oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. 
Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang di pakai 
sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas 
maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.  
Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam 
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa 
mendatang. Harapan lama sekolah dihitun untuk penduduk berusia 7 tahun ke 
atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan 
system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya 
pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat di capai oleh setiap anak 
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seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan 
batasan yang dipakai sesuai ksepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan 
lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). 
2.1.3.2 Indeks Kesehatan 
Indeks Kesehatan merupakan salah satu indikator pembangunan 
manusia. Dalam berbagai publikasi Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan 
bagian dari pembangunan di bidang kesehatan yang menunjukkan jumlah tahun 
hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan 
memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun 
variabel diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hdup sekaligus hidup 
sehat masyarakat. 
Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang 
meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan 
hidup digunakan metode tidak langsung ( metode Brass Varian Trussel). Data 
dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan 
rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks 
Harapan Hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhaap nilai 
maksimum dan minimumnya. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada angka 
harapan hidup adalah faktor lingkungan, status sosial ekonomi penduduk 
keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan serta keadaan status gizi penduduk. 
Dalam konsep perencanaan pembangunan faktor-faktor ini selalu dibahas 
kaitannya dengan sektor kesehatan. Dengan demikian angka harapan hidup 
mewakili indikator kesehatan dalam menilai kesejahteraan penduduk. 
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2.1.3.3 Indeks Paritas Daya Beli 
Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup 
layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat 
kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin 
membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan 
Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan sedangkan BPS 
dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per 
kapita rill yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity) 
berbasis formula Rao. 
 
2.1.4 Belanja Pemerintah 
 Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening  kas 
umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban 
daerah dalam satu tahun anggaran yang tidakakan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh daerah. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan  
keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup 
hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya. Tetapi juga 
harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan 
tersebut. 
Pengeluaran daerah secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 
dua golongan yaitu; Pertama, pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang 
digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi 
pengeluaran pegawai,pengeluaran barang, pembayaran bunga utang, subsidi 
dan pengeluaran rutin lainnya.Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat 
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menjalankan misinya dalam rangkamenjaga kelancaran penyelenggaraan 
pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan 
kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat 
miskin dan kurang mampu sertamenjaga stabilitas perekonomian 
(Mangkoesoebroto, 1996). 
Kedua, pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan 
untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sosial dan umum dan yang bersifat 
menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik 
maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu (Putri, 2011). 
Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan 
dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai urusan 
sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran 
pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil 
dankondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap 
memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan 
pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber 
pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus 
dilakukan seoptimal mungkin. 
 
 
2.1.5  Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan  
Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini di dasari kepada 
kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan atau disebut 
juga investment in human capital. Hal ini berarti peningkatan kemampuan 
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masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan 
pembangunan di suatu wilayah (Bastias,2010). 
Asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah bahwa 
pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan 
masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat diaplikasikan 
dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya 
sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada.Teori ini 
percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam 
meningkatkan produktivitas masyarakat (Bastias,2010). 
Isu mengenai sumber daya manusia (human capital) sebagai input 
pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pasca 
tahun 1776, yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara, 
dengan  mengisolasi  dua  faktor,  yaitu  pentingnya  skala  ekonomi  dan 
pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Namun demikian masalah yang 
harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah adalah distribusi pendidikan 
yang tidak merata. Di sisi lain hubungan investasi sumber daya manusia 
(pendidikan) dengan pertumbuhan ekonomi merupakan dua matarantai. Namun 
demikian, pertumbuhan tidak  akan bisa tumbuh dengan baik walaupun 
peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika 
tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program 
ekonomi yang jelas (Tomayah,2004). 
Menurut Todaro pendidikan memang memiliki pengaruh yang positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi  melalui  6 cara yaitu; Meningkatnya secara 
umum kualitas angkatan kerja melalui penanaman pengetahuan kerja dan 
keterampilan. Meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan mempromosikan 
21 
 
pembagian  kerja. Memungkinkannya penyerapan Infomasi baru secara lebih 
cepat dan penerapan proses baru dan input yang kurang dikenal menjadi lebih 
efisien. Menghilangkan hambatan hambatan sosial dan kelembagaan bagi 
pertumbuhan  ekonomi. Beraninya  wirausahawan  untuk  mempromosikan 
tanggungjawab individual, kemampuan organisasional, mengambil resiko yang 
moderat dan merencanakan dalam jangka panjang. Meningkatnya kemampuan 
manajemen menjadi lebih sehingga alokasi sumberdaya menjadi lebih efisien 
(Aini, 2008). Meski modal manusia memegang peranan penting dalam 
pertumbuhan penduduk, para ahli mulai dari ekonomi, politik, sosiologi bahkan 
engineering lebih menaruh prioritas pada faktor modal fisik dan kemajuan 
teknologi. Ini beralasan karena melihat data AS misalnya, total kombinasi kedua 
faktor ini menyumbang sekitar 65 persen pertumbuhan ekonomi AS pada 
periode 1948-1979. Namun sesungguhnya faktor teknologi dan modal fisik tidak 
independen dari faktor manusia. Suatu bangsa dapat mewujudkan kemajuan 
teknologi, termasuk ilmu pengetahuan dan manajemen, serta modal fisik seperti 
bangunan dan peralatan mesin-mesin hanya jika negara tersebut memiliki modal 
manusia yang kuat dan berkualitas (Andrianus, 2003). 
Apabila demikian, secara tidak langsung kontribusi faktor modal manusia 
dalam pertumbuhan penduduk seharusnya lebih tinggi dari angka 31 persen. 
Perhatian  terhadap faktor  manusia menjadi sentral akhir-akhir ini berkaitan 
dengan perkembangan dalam ilmu ekonomi pembangunan dan sosiologi. Para 
ahli di kedua bidang tersebut umumnya sepakat pada satu hal yakni modal 
manusia berperan secara signifikan, bahkan lebih penting dari pada faktor 
teknologi, dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Modal manusia tersebut tidak 
hanya menyangkut kuantitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah dari segi 
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kualitas (Andrianus, 2003). 
Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan ekonomi melalui 
berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan dan 
keterampilan, keahlian, sertawawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara 
produktif, baik secara  perorangan maupun  kelompok.  Implikasinya, semakin 
tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya 
dengan perekonomian  secara umum, semakin tinggi  kualitas hidup suatu 
bangsa,semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. 
Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan  maka pemerintah 
harus dapat membangun suatu sarana dan system pendidikan yang baik. 
Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan 
wujud nyata dari  investasi  untuk  meningkatkan  produktivitas  masyarakat. 
Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat di alokasikan 
untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan 
pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran 
pendidikan sebesar20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk 
meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012). 
 
 
2.1.6   Belanja Pemerintah di Sektor Kesehatan 
Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa 
kesehatan  masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu  produktivitas bagi 
negara. Kegiatan  ekonomi  suatu  negara akan  berjalan  jika  ada  jaminan 
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kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa 
modal  manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor 
teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Wahid,2012). 
 Membicarakan kesehatan tidak hanya mempersoalkan pelayanan 
kesehatan saja, melainkan akan berkaitan dengan kesejahteraan seluruh 
masyarakat. Secara umum sumber pembiayaan kesehatan berasal dari 
pemerintah swasta, lembaga kementrian dan pengeluaran langsung oleh rumah 
tangga terbesar dari segi  kualitas pembiayaan kesehatan secara nasional 
berasal dari pengeluaran rumah tangga. Program-program di bidang kesehatan 
dan pendidikan lebih berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia (Situmorang, 2007). 
Menurut penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005) menunjukkan 
bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang di tolong tenaga medis dan 
persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan 
menunjukkan  bahwa  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  untuk  sektor 
kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut  
(Bastias, 2010). 
Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 
peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap 
dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. 
Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi 
anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus 
dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan (Bastias, 2010). 
Pembangunan kesehatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi 
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tingkat kesehatan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena 
dengan terjaganya kesehatan dengan baik, maka produktivitas kerja akan tinggi 
sehingga mampu mendapatkan upah atau bayaran yang lebih tinggi pula 
sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat memacu pertumbuhan 
ekonomi yang cepat (Situmorang, 2007). 
Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh 
karena itu, kesehatan juga dapat dilihat dari sebagai komponen pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, 
peran gandanya sebagai input produksi agregat, peran  gandanya sebagai input 
maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam  pertumbuhan 
ekonomi (Todaro, 2003). 
Implikasi dari penerapan teori human capital di bidang perbaikan gizi dan 
kesehatan adalah perlunya usaha memerangi kemiskinan. Secara umum 
kesehatan akan berkorelasi dengan tingkat produktivitas penduduk maupun 
pekerja. Meningkatnya derajat pada kesehatan akan memperpanjang masa kerja 
dan daya tubuh yang selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan 
pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003) 
2.1.7  Belanja Pemerintah di Sektor Ekonomi 
Pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi (urusan ekonomi) adalah 
salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari 
pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dihitung melalui Produk Domestik 
Bruto (PDRB) yang rata-rata mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya 
sangat lambat maka hal ini dapat menghambat tingkat pertumbuhan secara 
agregatif.  
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Menurut Government finance statistics manual (1986) belanja urusan 
ekonomi adalah belanja yang termasuk diantaranya belanja urusan 
ketenagakerjaan, belanja komersial, belanja energi dan bahan bakar, dan belanja 
perindustrian lainnya beserta risetnya. 
 Belanja pemerintah telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 
2007 pada pasal 8 no. 2 yang berbunyi seperti, Pemerintahan daerah yang 
melalaikan penyelenggaraan  urusan pemerintahan yang bersifat wajib, 
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah  dengan pembiayaan 
bersumber dari anggaran pendapatan  dan belanja daerah yang bersangkutan. 
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas 
umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban 
daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh daerah. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan 
keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup 
hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya. Tetapi juga 
harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan 
tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk 
meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah 
tidak mamadai. Melainkan harus memperhitungkan siapa yang akan 
terpekerjakan atau meningkatkan pendapatannya. Pemerintah pun perlu 
menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan 
kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1997). 
Dalam perekonomian suatu daerah data dilihat dari pertumbuhan ekonomi 
secara agregat dapat dihitung melalu Produk Domestik Bruto (PDRB) yang rata-
rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, artinya apabila suatu sektor 
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mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya sangat lambat maka hal ini 
dapat menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregatif.Sebaliknya 
apabila suatu sektor mempunyai kontribusi yang relative besar terhadap totalitas 
perekonomian maka sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi 
dan sekaligus akan dapat lebih meningkat pertumbuhan ekonomi. 
2.2. Studi Empiris 
Penelitian yang dilakukan oleh Astika Sa’diyah (2014) Menganalisis 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat .penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode 
deskriptif dan analisis kuantitatif panel dengan random efek model .studi 
menunjukkan bahwa variable PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap 
IPM sedangkan tingkat kemiskinan dan rasio gini berpengaruh negatif. 
Penelitian yang dilakukan Syahril Ilhami (2014) Menganalisis Pengaruh 
Anggaran Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Analis yang 
digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif dan analisis jalur dengan hasil 
pengaruh anggaran pendidikan per kapita usia sekolah terhadap rata-rata lama 
sekolah cukup tinggi, dengan demikian pula terhadap angka melek huruf. Rata-
rata lama sekolah berpengaruh cukup tinggi terhadap PDRB perkapita, demikian 
pula pengaruh PDRB perkapita terhadap angka harapan hidup.Selanjutnya rata-
rata lama sekolah, angka melek huruf, PDRB perkapita dan angka harapan 
hidup berpengaruh cukup tinggi terhadap Indeks Pembunganan Manusia. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Chaerunnisa Sunardi Awari (2015) 
pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan Regresi Berganda dengan 
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menggunakan data panel .hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable 
belanja pendidikan dan belanja ekonomi tidak signifikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manuisa di Provinsi Sulawesi Selatan.belanja kesehatan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Penelitian yang dilakukan Widodo dkk (2011) menganalisis pengeluaran 
pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan 
kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa 
Tengah . dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM tidak bias berdiri 
sendiri sebagai variabel indepnden dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. 
Artinya untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang poxydengan 
IPM harus didukung dengan kebijakan pemerintah melalui alokasi sumber 
pendanaan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang memang 
ditujukan untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kulaitas 
pembangunan manusia sebagaimana diungkapkan oleh UNDP, terkait dengan 
aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (longevity) dan hidup 
sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan 
mempunyai akses sumberdaya yang bias memenuhi standar hidup. 
Penelitian yang dilakukan Sulistio (2012) menganalisi ―Pengaruh 
kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks 
pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009, hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan 
dengan elastisitas negatif sebesar 0,208192 terhadap Indeks Pembangunan 
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Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Hal ini menunjukan bahwa apabila 
rasio kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1%, maka akan meningkatkan 
Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 0,208. Hasil ini sesuai 
dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh kemiskinan 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah selama tahun 2006-
2009. 
2.3  Kerangka Konseptual 
Dengan memperhatikan uraian yang telah di paparkan terdahulu, maka 
pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai 
landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan diarahkan 
oleh penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini untuk 
memecahkan masalah yang telah di uraikan sebelumnya. 
Indikator Indeks Pembangunan Manusia ini digunakan sebagai indikator  
dalam mengukur kualitas dari hasil pembangunan ekonomi yaitu derajat 
perkembangan manusia kemudian nilai IPM yang tinggi menunjukkan 
keberhasilan pembangunan ekonomi. Pentingnya indeks pembangunan manusia 
terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi, maka perlu dilakukan penelitian 
mengenai pengaruh belanja pemeintah di sektor pendidikan dan di sektor 
kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan 
Manusia ditentukan oleh beberapa faktor dalam hal ini belanja pendidikan, 
belanja kesehatan dan belanja ekonomi. 
Kenaikan belanja di sektor pendidikan akan meningkatkan indeks 
pendidikan yang merupakan indikator dari indeks pembangunan manusia yang 
artinya kenaikan belanja pendidikan akan menyebabkan kenaikan indeks 
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pembangunan manusia. Sama halnya dengan, kenaikan belanja disektor 
kesehatan akan meningkatkan indeks kesehatan yang merupakan indikator dari 
indeks pembangunan manusia yang artinya kenaikan belanja kesehatan akan 
menyebabkan kenaikan indeks pembangunan manusia. Kenaikan belanja 
disektor ekonomi juga akan meningkatkan indeks ekonomi yang merupakan 
indikator dari indeks pembangunan manusia yang artinya kenaikan belanja 
ekonomi akan menyebabkan kenaikan indeks pembangunan manusia. Hal ini 
dapat dilihat dari kerangka pikir sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
 
 
 
2.4.  Hipotesis 
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka dapat dibuat dugaan 
sementara yaitu : 
Belanja Pendidikan (X1) 
 
 
Belanja Kesehatan (X2) 
Belanja Ekonomi (X3) 
 Indeks  
PPembangunanManusia (Y) 
Indeks Pembangunan Manusia 
(Y) 
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1. Diduga Belanja Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jeneponto. 
2. Diduga Belanja Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jeneponto. 
3. Diduga Belanja Ekonomi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jeneponto
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian adalah langkah atau prosedur yang akan dilakukan 
dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan 
permasalahan dan menguji hipotesis penelitan. Adapun metode penelitian yang 
digunaan di dalam ini adalah sebagai berikut: 
3.1  Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Jeneponto yang 
merupakan daerah dengan tingkat indeks pembangunan manusia terendah 
diantara Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. 
3.2       Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Sekunder 
(time series data) yaitu data belanja pendidikan, belanja kesehatan, 
belanja ekonomi yang  dari APBD  kabupaten jeneponto sumber data 
diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 
serta data indeks pembangunan manusia (IPM) diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) kabupaten Jeneponto. 
b. Kurun waktu time series data adalah 10 Tahun (dari Tahun 2005 
sampai     dengan 2014). 
3.3  Metode Analisis  
Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda. Analisis berkaitan dengan ketergantungan satu variabel, yaitu 
variabel dependen, terhadap satu atau lebih variabel lainnya, yaitu variabel  
32 
 
penjelas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memperkirakan nilai rata-rata 
variabel dependen dari nilai yang diketahui atau nilai tetap dari variabel penjelas 
(gujarati,2003). Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjangkit dari 
asumsi klasik dimaksudkan agar model yang dihasilkan dari pengujian tersebut 
adalah model yang mampu menginterpretasikan hasil dengan akurat dan tepat . 
Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara 
belanja pendidikan , belanja kesehatan, belanja ekonomi terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. Seberapa besar variabel independen mempengaruhi 
dependen dihitung dengan menggunakan persamaan garis regresi berganda 
dengan beberapa model . 
model yang digunakan dapat di formukasikan sebagai berikut: 
Y=f(X1,X2,X3)…………………………………………(3.1) 
Atau bias digunakan dalam persamaan model regresi eksponensial: 
                   Y = β0X1β1X2β2X3β3eµ………………………………… (3.2) 
Untuk mengistemasi koefisien regresi, feldstein (1999) mengadakan 
transformasi kebentuk linear dengan menggunakan logaritma natural (LN) 
kedalam model sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut : 
                 Y = Ln β0 + β1 Ln X1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3 + µ……….(3.3) 
Keterangan: 
Y = Indeks Pembangunan Manusia 
β 0 =  Konstanta 
β1, β2, β3 = Koefisien garis regresi 
X1 = belanja penddikan 
X2 = belanja kesehatan 
X3 = belanja ekonomi 
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3.3.1  Uji T-Statistik 
 Uji t-statistik merupakan pengujian koefisien regresi secara parsial yang 
bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan 
atau tidak terhadap variabel dependent atau variabel terikat dengan 
menganggap variabel lainnya konstan atau tetap. Dalam uji t-statistik ini 
digunakan hipotesis sebagai berikut: 
Ho : βi = 0……………….(tidak ada pengaruh) 
Ha : βi ≠ 0…………………(ada pengaruh) 
 Dalam hipotesis diatas, βi adalah koefisien variabel independent atau 
variabel bebas ke-i yang berarti jika sama dengan nol berarti tidak ada pengaruh 
variabel X terhadap variabel Y atau dengan kata lain H0 diterima. Bila pada 
tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi tertentu nilai t-hitung > t-tabel maka 
Ho ditolak. Hal ini berarti variabel independent atau variabel bebas yang diuji 
berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap variabel dependent atau 
variabel terikat. 
3.3.2  Uji F-Statistik 
 Dalam penelitian ini uji F-statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh 
secara bersama-sama dari variabel independent atau variabel bebas terhadap 
variabel dependent atau variabel terikat. Menurut Gujarati untuk menguji 
kebenaran Ha maka dilakukan uji f dengan rumus berikut: 
F = 
𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 
atau dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut: 
F = 
𝐸𝑆𝑆/𝐷𝑓
𝑅𝑆𝑆/𝐷𝑓
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Keterangan: 
  F : F hitung 
  ESS : Standart Error 
  RSS : Koefisien Regresi 
  Df :  Degree of Freedom (Derajat Kebebasan) 
 Kriteria untuk menguji Ha dengan menggunakan rumus uji F yaitu bila f 
hitung < f tabel maka Ho diterima atau Ha ditolak yang berarti tidak ada satupun 
variabel independent atau variabel bebas yang memiliki pengaruh yang nyata 
atau signifikan terhadap variabel dependent atau variabel terikat. Bila f hitung > f 
tabel maka Ho ditolak atau Ha diterima yang berarti minimal ada satu variabel 
independent atau variabel bebas yang berpengaruh nyata atau signifikan 
terhadap variabel dependent atau variabel terikat. 
3.3.3  Koefisien Determinasi (R-Square) 
 Koefisien determinasi (R-Square) sering diartikan sebagai seberapa besar 
kemampuan semua variabel independent atau variabel bebas dalam 
menjelaskan variabel dependent atau variabel terikat. Nilai koefisien determinasi 
adalah antara 0 hingga 1 (0 < R2 < 1). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 
variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai 
yang mendekati satu variabel-variabel bebas dapat menjelaskan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. 
3.4  Definisi Operasional  
Untuk lebih mengarahkan dalam pembahasan, maka penulis memberikan 
batasan variabel yang meliputi: 
1. Belanja pendidikan (X1). Belanja yang dialokasikan dari APBD 
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Kabupaten Jeneponto untuk membiayai fungsi pendidikan yang 
dinyatakan dalam satuan Rupiah. 
2. Belanja kesehatan (X2). Belanja yang dialokasikan dari APBD 
Kabupaten Jeneponto untuk membiayai fungsi kesehatan yang 
dinyatakan dalam satuan Rupiah. 
3. Belanja ekonomi (X3). Belanja yang dialokasikan dari APBD Kabupaten 
Jeneponto untuk membiayai fungsi ekonomi yang dinyatakan dalam 
satuan Rupiah. 
4. Indeks Pembangunan Manusia(Y). diukur berdasarkan indeks komposit 
yang menggabungkan tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan, dan 
pengeluran perkapira rill yang dinyatakan dalam point. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian  
Gambaran umum penelitian kondisi geografis daerah penelitian 
Kabupaten Jeneponto. 
4.1.1 Kondisi Geografis Daerah Penelitian  
Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian barat dari wilayah Provinsi 
Sulawesi Selatan dan merupakan daerah pesisir pantai yang terbentang ± 
95 di bagian selatan. Secara geografis terletak diantara 50 16’ 13’’ – 50 39’ 
35’’ Lintang Selatan dan 120 40’ 19’’ – 120 7’ 51’’ Bujur Timur. Kabupaten 
Jeneponto berbatasan dengan : ditinjau dari batas-batasnya maka pada 
sebelah Utara berbatasan dengan Gowa, sebelah Barat berbatasan dengan 
Kabupaten Takalar dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 
Bantaeng. 
Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 
km2. Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut bila dilihat dari jenis 
penggunaan tanahnya, maka penggunaan tanah yang terluas pertama tahun 
1999 adalah Kebun seluas 35.488 ha atau 47,33% terluas kedua adalah 
Sawah panen satu kali seluas 12.418 ha atau 16,56% terluas ketiga adalah 
Hutan Negara seluas pekarangan seluas 9.950 ha atau 13,27% sedangkan 
penggunaan tanah untuk pekarangan seluas 1.320 ha atau 1,76% dan 
terendah adalah Ladang seluas 31 ha atau 0,004%.  
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4.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Jeneponto 
Tabel 4.1.1 
Total Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten 
Jeneponto 
Tahun Perempuan Laki-laki Total Penduduk 
Pertumbuhan 
Penduduk 
2006 168.271 160.752 329.023 -0.88 
2007 170.981 159.754 330.735 0.52 
2008 171.808 160.526 332.334 0.48 
2009 172.761 161.414 334.175 0.55 
2010 176.316 166.384 342.700 2,49 
2011 178.09 168.059 346.149 1,00 
2012 179.113 169.025 348.138 0,57 
2013 179.418 169.248 351.100 0.42 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 
Pada tabel 4.1.1 dapat dilihat penduduk Kabupaten Jeneponto terus 
mengalami pertumbuhan tiap tahun. Selama periode 2006 – 2013 rata – rata 
pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,13 persen. Secara keseluruhan, 
jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih besar daripada jumlah 
penduduk laki – laki. Pada tahun 2013. 
Penduduk Kabupaten Jeneponto tahun 2013 sebesar 351.100 jiwa 
dengan komposisi laki – laki sebanyak 169.248  jiwa dan perempuan sebanyak 
179.113 jiwa. Sementara itu pada tahun 2010 pertumbuhan penduduk 
Kabupaten Jeneponto merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 2,49 persen. Hal 
ini terjadi karena tahun 2010 merupakan tahun pelaksanaan sensus penduduk, 
sehingga jumlah penduduk yang tercatat merupakan jumlah penduduk riil 
sebagai hasil sensus penduduk. 
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Tabel 4.1.2 
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan 
Kabupaten Jeneponto Tahun 2008-2012 
Tahun 
Jumlah 
Penduduk 
Penduduk 
Miskin 
(Jiwa) 
Penduduk 
Miskin (KK) 
Persentase 
Penduduk 
Miskin 
Persentase 
Penduduk di atas 
Garis Kemiskinan  
2008 332.334 74.340 18.585 22.37 77.63 
2009 342.222 68.220 17.055 19.93 80.07 
2010 342.700 65.400 16.350 19.08 80.92 
2011 346.149 40.143 10.035 11.60 88.40 
2012 348.138 40.143 10.035 11.60 88.40 
Sumber: Badan Pusat Statisk (BPS) 
Pada tabel 4.1.2 dapat dilihat persentase penduduk di atas garis 
kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan  dimana pada tahun 
2008 persentase penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 77.63 persen dan 
meningkat sampai tahun 2014 sebesar 88.40 persen.  
Penduduk miskin Kabupaten Jeneponto dari tahun ke tahun mengalami 
penurunan. Pada tahun 2008 penduduk miskin Kabupaten Jeneponto sebesar 
74.340 jiwa dan tahun 2014 menurun sebesar 40.143 jiwa. 
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Tabel 4.1. 
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto Menurut 
Harga Berlaku tahun 2000 
Tahun PDRB Kabupaten Jeneponto Pertumbuhan Ekonomi 
2005 1.022.019,21 1,21 
2006 1.143.777,98 3,97 
2007 1.291.370,53 4,06 
2008 1.559.951,69 5,78 
2009 1.872.776,87 5,38 
2010 2.273.511,89 7,25 
2011 2.676.015,40 7,32 
2012 3.095.249,99 7,27 
2013 4.423.000,31 6,97 
2014 4.764.000,31 7,71 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 
Dari tabel 4.1.2 dapat dlihat secara keseluruhan, Produk Domestik Bruto 
(PDRB) Kabupaten Jeneponto atas dasar harga berlaku tahun 2000 periode 
2005-2014 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2005 PDRB Kabupaten 
sebesar Rp.1.022.019,21 meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp.4.764.000,31. 
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto juga mengalami peningkatan 
setiap tahunnya dimana pada tahun 2005 sebesar 1,21% meningkat pada tahun 
2014 menjadi 7,71%. 
Perkembangan Variabel 
4.1.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten 
Jeneponto 
United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan 
manusia sebagai suatu“proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk 
”(Human Development Report, 2001), dalam arti bahwa manusia diberi pilihan 
yang lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang menyangkut 
ekonomi, sosial, dan budaya. 
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Tabel 4.1 
     Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jeneponto Tahun 2005-2014 
Tahun IPM (Y) 
2005 60.92 
2006 63.17 
2007 63.42 
2008 64.04 
2009 64.14 
2010 64.44 
2011 64.54 
2012 64.93 
2013 65.00 
2014 65.18 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
Dari tabel 4.1 dapat dilihat perkembangan Indeks Pembangunan 
Manusia Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan. dari tahun 2005 
sebesar 60.92% sampai dengan 2014 sebesar 65.18%. dimana Komponen dari 
Indeks Pembangunan Manusia ini juga ikut meningkat dari tahun ke tahun. 
Angka Harapan Hidup dari tahun 2005 sebesar 64.03 tahun sampai dengan 
2014 sebesar 65.39 tahun. Angka Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2005 
sebesar 5.3 tahun sampai dengan tahun 2014 sebesar 5.63 tahun. Angka Melek 
Huruf dari tahun 2005 sebesar 68.2% sampai dengan 2014 sebesar 78.97% 
Daya beli masyarakat ikut meningkat dari tahun 2005 sebesar Rp.619,7 sampai 
2014 sebesar Rp.643,8. 
 
 
 
 
 
41 
 
Tabel 4.1.1 
Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka 
Harapan Hidup (AHH), Daya Beli Masyarakat 
Tahun 
Angka Melek 
Huruf (Persen) 
Rata-rata Lama 
Sekolah 
(Tahun) 
Angka Harapan 
Hidup (Tahun) 
Daya Beli 
Masyarakat 
(Rp) 
2005 68.20 5.03 64.03 619,7 
2006 75.74 5.86 64.40 621,0 
2007 75.07 5.09 64.06 621,0 
2008 76.05 5.09 64.07 623,3 
2009 77.02 5.09 64.09 628,0 
2010 77.27 6.02 65.00 631,7 
2011 77.31 6.02 65.15 634,9 
2012 77.42 6.23 65.31 637,16 
2013 78.92 6.27 65.40 640,30 
2014 79.07 6.27 65.50 643,0 
Sumber: Badan Pusat Statistik  (BPS) 
Dari tabel 4.1.1 dapat dilihat komponen dari Indeks Pembangunan 
Manusia mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dimana Angka Melek 
Huruf dari tahun 2005 sebesar 68.20% dan tahun 2014 dan meningkat menjadi 
79.7%. Rata-rata Lama Sekolah ikut meningkat dari tahun 2005 sebesar 5.3 dan 
tahun 2014 meningkat menjadi 6.27 tahun. Angka Harapan Hidup dari tahun 
2005 sebesar 64.3 tahun dan tahun 2014 meningkat menjadi 65.50 tahun. Daya 
Beli Masyrakat dari tahun 2005 sebesar  Rp.619,7 dan tahun 2014 menjadi 
Rp.643,0. 
4.1.3 Perkembangan Belanja Pendidikan Kabupaten Jeneponto 
Asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah bahwa 
pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan 
masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat diaplikasikan 
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dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber 
daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada.Teori ini percaya 
bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan 
produktivitas masyarakat (Bastias,2010). 
 Tabel 4.2   
Belanja Pendidikan di Kabupaten Jeneponto 
Tahun Belanja Pendidikan (X1) (Rp) 
2005 78,216,179,535 
2006 104,240,532,017 
2007 122,7490,00,000 
2008 136,161,765,431 
2009 170,030,804,360 
2010 222,276,239,787 
2011 241,568,791,900 
2012 237,760,415,000 
2013 310,491,051,277 
2014 356,371,832,980 
 Sumber: djpk.kemenkeu.go.id 
Dari tabel 4.2 dapat dilihat perkembangan belanja pendidikan di 
Kabupaten Jeneponto dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 mengalami 
peningkatan. dimana belanja pendidikan tahun 2005 sebesar  
Rp.78,216,179,535 meningkat pada tahun 2006 sebesar Rp.104,240,532,017 
kemudian pada tahun tahun 2007 sebesar Rp.122,749,000,000 meningkat pada 
tahun 2008 sebesar Rp.136,161,765,431 kemudian tahun 2009 sebesar 
Rp.170,030,804,360 meningkat pada tahun 2010 sebesar Rp.222,276,239,787 
tahun dan 2011 sebesar Rp.237,760,415,000 pada tahun 2012 sebesar 
Rp.237,760,415,000 pada  tahun 2013 sebesar Rp.310,491,051,277 pada tahun 
2014 sebesar Rp.356,371,832,980. 
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Tabel 4.2.1 
Belanja Pendidikan Dan Total Belanja Kabupaten Jeneponto 
Tahun 
Belanja Pendidikan  
(Rp) 
Total Belanja 
Kabupaten Jeneponto 
(Rp) 
Proporsi Belanja 
Pendidikan 
Terhadap Total 
Belanja (%) 
2005 78,216,179,535 213,725,946,524 36.06 
2006 104,240,532,017 316,015,437,452 32.98 
2007 122,7490,00,000 401,480,000,000 30.57 
2008 136,161,765,431 468,991,000,000 29.03 
2009 170,030,804,360 483,502,000,000 35.16 
2010 222,276,239,787 499,998,517,582 44.45 
2011 241,568,791,900 549,383,655,620 43.97 
2012 237,760,415,000 660,637,000,000 35.98 
2013 310,491,051,277 753,031,000,000 41.23 
2014 356,371,832,980 870,316,866,711 40.94 
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id 
Dari tabel 4.2.1 dapat dilihat belanja pendidikan, total belanja tiap tahun 
mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Dimana 
pada tahun 2005 total belanja Kabupaten Jeneponto sebesar 
Rp.213,725,946,524 dan pada tahun 2014 total belanja Kabupaten Jeneponto 
Sebesar Rp.870,316,866,711. proporsi untuk belanja di bidang pendidikan tahun 
2005 sebesar 36.6% dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 40.94%. 
4.1.4 Perkembangan Belanja Kesehatan Kabupaten Jeneponto 
Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa 
kesehatan  masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu  produktivitas bagi 
negara. Kegiatan  ekonomi  suatu  negara akan  berjalan  jika  ada  jaminan 
kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa 
modal  manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor 
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teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Wahid,2012).  
Tabel 4.3 
Belanja Kesehatan  di Kabupaten Jeneponto 
Tahun Belanja Kesehatan (X2) (RP) 
2005 15,710,420,482 
2006 28,918,194,212 
2007 28,062,000,000 
2008 37,564,194,201 
2009 40,355,684,443 
2010 46,781,606,057 
2011 60,952,002,000 
2012 81,194,256,000 
2013 93,758,954,517 
2014 135,484,177,478 
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id 
Dari tabel 4.3 dapat dilihat belanja kesehatan di Kabupaten Jeneponto 
dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 ke tahun mengalami peningkatan. 
Dimana pada tahun 2005 sebesar tahun 2006 sebesar tahun 2007 sebesar 
Rp.28,062,000,000 pada tahun 2008 sebesar Rp.37,564,194,201 pada tahun 
2009 sebesar Rp.40,355,684,443 tahun 2010 sebesar Rp.46,781,606,057 pada 
tahun 2011 sebesar Rp.60,952,002,000 tahun 2012 sebesar Rp.81,194,256,000 
pada tahun 2013 sebesar Rp.93,758,954,517 pada tahun 2014 sebesar 
Rp.135,484,177,478. 
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Tabel 4.3.1 
Belanja Kesehatan dan Total Belanja Kabupaten Jeneponto 
Tahun 
Belanja Kesehatan 
(X2) (RP) 
Total Belanja 
Kabupaten Jeneponto 
(Rp) 
Proporsi Belanja 
Pendidikan Terhadap 
Total Belanja (%) 
2005 15,710,420,482 213,725,946,524 7.35 
2006 28,918,194,212 316015,437,452 9.15 
2007 28,062,000,000 401,480,000,000 6.98 
2008 37,564,194,201 468,991,000,000 8.00 
2009 40,355,684,443 483,502,000,000 8.34 
2010 46,781,606,057 499,985,157,582 9.35 
2011 60,952,002,000 549,383,655,620 11.09 
2012 81,194,256,000 660,637,000,000 12.29 
2013 93,758,954,517 753,031,000,000 12.45 
2014 135,484,177,478 870,316,866,711 15.56 
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id 
Dari tabel 4.3.1 dapat dilihat belanja kesehatan, total belanja tiap tahun 
mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. dimana 
pada tahun 2005 total belanja Kabupaten Jeneponto sebesar 
Rp.213,725,946,524 dan pada tahun 2014 total belanja Kabupaten Jeneponto 
sebesar Rp.870,316,866,711. proporsi untuk belanja di sektor  kesehatan tahun 
2005 sebesar 7.35% dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 15.56%. 
4.1.5 Perkembangan Belanja Ekonomi Kabupaten Jeneponto 
Menurut Government finance statistics manual (1986) belanja urusan 
ekonomi adalah belanja yang termasuk diantaranya belanja urusan 
ketenagakerjaan, belanja komersial, belanja energi dan bahan bakar, dan belanja 
perindustrian lainnya beserta risetnya. 
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Tabel 4.4 
Belanja Ekonomi di Kabupaten Jeneponto 
Tahun Belanja Ekonomi (X3) (RP) 
2005 16,936,000,000 
2006 23,766,000,000 
2007 33,997,000,000 
2008 40,163,198,495 
2009 45,359,870,369 
2010 63,321,460,105 
2011 70,231,431,000 
2012 82,494,744,484 
2013 86,029,525,888 
2014 94,167,443,000 
 Sumber: djpk.kemenkeu.go.id 
Dari tabel 4.4 dapat dilihat pengeluaran pemerintah di belanja ekonomi 
dari tahun 2005 sebesar Rp.16,936,000,000 sampai 2014 sebesar  
Rp.94,167,443,000 mengalami peningkatan. Dimana tahun 2005 
Rp.16,936,000,000 belanja ekonomi mengalami peningkatan sebesar pada 
tahun 2006 sebesar Rp.23,766,000,000 pada tahun 2007 mengalami 
peningkatan sebesar Rp.33,997,000,000 pada tahun 2008 sebesar 
Rp.40,163,198,495 kemudian meningkat pada tahun 2009 sebesar 
Rp.45,359,870,369 dan pada tahun 2010 sebesar Rp.63,321,460,105 pada 
tahun 2011 sebesar Rp.70,231,431,000 pada tahun 2012 mengalami 
peningkatan sebesar Rp.82,494,744,484 pada tahun 2013 sebesar 
Rp.86,029,525,888 pada tahun 2014 sebesar Rp.94,167,443,000 
 
 
 
47 
 
Tabel 4.4.1 
Belanja Ekonomi dan Total Belanja Kabupaten Jeneponto 
Tahun 
Belanja Ekonomi  
(RP) 
Total Belanja 
Kabupaten 
Jeneponto (Rp) 
Proporsi Belanja 
Ekonomi Terhadap 
Total Belanja (%) 
2005 16,936,000,000 213,725,946,524 7.52 
2006 23,766,000,000 316,015,437,452 8.46 
2007 33,997,000,000 401,480,000,000 9.67 
2008 40,163,198,495 468,991,000,000 8.03 
2009 45,359,870,369 483,502,000,000 12.66 
2010 63,321,460,105 499,985,157,582 12.78 
2011 70,231,431,000 549,383,655,620 12.48 
2012 82,494,744,484 660,637,000,000 12.48 
2013 86,029,525,888 753,031,000,000 11.42 
2014 94,167,443,000 870,316,866,711 10.81 
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id 
Dari tabel 4.4.1 dapat dilihat belanja pendidikan, total belanja tiap tahun 
mengalami piningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. dimana 
pada tahun 2005 total belanja Kabupaten Jeneponto sebesar 
Rp.213,725,946,524 dan pada tahun 2014 total belanja Kabupaten Jeneponto 
sebesar Rp.870,316,866,711. proporsi belanja ekonomi Kabupaten Jeneponto 
pada tahun 2005 sebesar 7.52% meningkat pada tahun 2014 sebesar 10.81%. 
4.1.6 Hasil Estimasi pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, 
belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di 
Kabupaten Jeneponto periode 2005-2014 
 
Hasil regresi pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan 
belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten 
jeneponto periode 2005-2014. Dengan menggunakan Eviews 8 diperoleh hasil 
regresi sebagai berikut 
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 Tabel 4.1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
  Std. Error t-Statistic Prob.   
     
   
X1 2.332793 0.469049 4.973449 0.0025 
X2 1.717359 0.372092 4.615412 0.0036 
X3 2.140671 0.348748 6.138156 0.0009 
C 14.17494 8.592352 1.649716 0.1501 
    
     
R-squared 0.875975     Mean dependent var 63.93800 
Adjusted R-squared 0.813963     S.D. dependent var 1.249220 
S.E. of regression 0.538814     Akaike info criterion 1.890283 
Sum squared resid 1.741925     Schwarz criterion 2.011317 
Log likelihood -5.451414     F-statistic 14.12579 
Durbin-Watson stat 2.503915     Prob(F-statistic) 0.003974 
     
 
 
 
 
 
    
 Eviews 8 
Hasil regresi pada tabel 4.1.6. mengenai pengaruh variabel belanja 
pendidikan (X1), belanja kesehatan (X2), belanja ekonomi (X3) terhadap indeks 
pembangunan manusia di kabupaten jeneponto periode 2005-2014 adalah: 
 Y =  14,17 + 2,32 lnX1 + 1,71 lnX2 + 2,14 lnX3  
Berdasarkan tabel 1 dengan melihat koefisien regresi, diketahui bahwa 
nilai koefisien belanja pendidikan 2,32 yang berarti, bahwa setiap kenaikan 1% 
variabel X1  akan berpengaruh positif sebesar 2,32% terhadap peningkatan 
variabel Y (indeks pembangunan manusia) selain itu diketahui nilai 
probabilitasnya lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05) yaitu 0,002. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pendidikan berpengarus positif secara 
signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia di Kabupaten 
Jeneponto. 
Belanja kesehatan memiliki nilai koefisien 1,71 yang berarti, bahwa setiap 
kenaikan 1% variabel X2  akan berpengaruh positif sebesar 1,71% terhadap 
peningkatan variabel Y Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Selain itu diketahui 
nilai probabilitasnya lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05) yaitu 0,003. Jadi 
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dapat disimpulkan bahwa variabel belanja kesehatan berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia di Kabupaten 
Jeneponto. 
Belanja ekonomi memiliki nilai koefisien 2,14 yang berarti, bahwa setiap 
kenaikan 1% variabel X3  akan berpengaruh positif sebesar 2,14% terhadap 
peningkatan variabel Y (indeks pembangunan manusia) Selain itu diketahui nilai 
probabilitasnya lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05) yaitu 0,0009. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa variabel belanja ekonomi berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia di Kabupaten 
Jeneponto. 
4.1.7 Uji Statistik t 
Belanja pendidikan (X1), belanja kesehatan (X2), belanja ekonomi (X3) 
terhadap indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Jeneponto periode 
2005-2014 dengan menggunakan taraf keyakinan 95% (α = 0.05) dan degree of 
freedom (df = n-k = 10-4 = 6) diperoleh t-tabel sebesar 2,446. 
Diketahui  bahwa belanja pendidikan (X1) memiliki t-statistik sebesar 
4,973. Sehingga disimpulkan bahwa variabel perbedaan tingkat harga memiliki 
koefisien yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia(Y), dimana t-
statistik > t-tabel (4,973 > 2,446). Kemudian variabel belanja kesehatan (X2) 
memiliki t-statistik sebesar 4,615. Sehingga disimpulkan bahwa variabel belanja 
kesehatan  memiliki koefisien yang signifikan terhadap indeks pembangunan 
manusia (Y), dimana t-statistik > t-tabel ( 4,615 > 2.446). Dan variabel belanja 
ekonomi memiliki t-statistik sebesar 6,138. Sehingga disimpulkan bahwa 
belanja ekonomi memiliki koefisien yang signifikan terhadap indeks 
pembangunan manusia (Y), dimana t-statistik > t-tabel (6,138 > 2,446). 
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4.1.8 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Dari hasil regresi pada tabel 4.1. mengenai pengaruh variabel belanja 
pendidikan (X1), belanja kesehatan (X2), belanja ekonomi (X3) terhadap indeks 
pembangunan manusia di Kabupaten Jeneponto periode 2005-2014 diperoleh R2 
dengan nilai sebesar 0.87. Hal ini berarti variabel-variabel independen yaitu 
belanja pendidikan (X1), belanja kesehatan (X2), belanja ekonomi (X3 
menjelaskan besarnya proporsi sumbangan pengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Jeneponto adalah sebesar 87%. 
Adapun sisanya pengaruh variabel yang lain dijelaskan di luar model sebesar 
13%. 
4.1.9 Uji Statistik F 
Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen didalam 
model dapat dilakukan dengan Uji F. pengaruh belanja pendidikan (X1), belanja 
kesehatan (X2), belanja ekonomi (X3 terhadap indeks pembangunan 
manusia(Y) di Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan taraf keyakinan 
95% (α = 0.05) didapatkan F-tabel (df1= k-1 =4-1= 3 dan df2 = n-k = 10-4 = 6) 
didapatkan nilai sebesar 4,76 sedangkan dari regresi pada tabel 1. diperoleh F-
statistic sebesar 14,12, dapat diketahui bahwa hasil estimasi pada tabel 4.1. F-
statistik lebih besar dari F-tabel dan juga nilai probability lebih kecil dari taraf 
signifikansi 5 persen yaitu, 0.003 < 0.05. Sehingga disimpulkan bahwa secara 
bersama-sama variabel belanja pendidikan (X1), belanja kesehatan (X2), 
belanja ekonomi (X3 mempengaruhi indeks pembangunan manusia(Y) di 
Kabupaten Jeneponto periode 2005-2014. 
4.2 Analisis dan Implikasi Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia Kabupaten Jeneponto 
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Berdasarkan dari hasil analisis data selanjutnya dilakukan penjabaran 
implikasi atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jeneponto. 
Adapun hasil analisis yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
4.2.1 Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah di sektor Pendidikan 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor 
pendidikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut 
sesuai dengan teori yang di ungkapkan oleh Todaro bahwa belanja pendidikan 
mempengaruhi indeks pembangunan manusia Meningkatnya mobilitas tenaga 
kerja dan mempromosikan pembagian  kerja. Memungkinkannya penyerapan 
Infomasi baru secara lebih cepat dan penerapan proses baru dan input yang 
kurang dikenal menjadi lebih efisien. Menghilangkan hambatan hambatan 
sosial dan kelembagaan bagi pertumbuhan  ekonomi. Beraninya  
wirausahawan  untuk  mempromosikan tanggungjawab individual, kemampuan 
organisasional, mengambil resiko yang moderat dan merencanakan dalam 
jangka panjang. 
4.2.2  Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah di sektor Kesehatan 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor 
Kesehatan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut 
sesuai dengan teori human capital yang menyatahakan bahwa modal  manusia 
berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam 
memacu pertumbuhan ekonomi (Wahid,2012). Menurut penelitian yang 
dilakukan Tri Haryanto (2005) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat 
persalinan yang di tolong tenaga medis dan persentase pengeluaran 
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pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 
kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan  bahwa  peningkatan  
pengeluaran  pemerintah  untuk  sektor kesehatan terbukti cukup besar 
terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut  (Bastias, 2010). 
 
4.2.3 Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah di sektor Ekonomi terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor 
ekonomi   mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut 
sesuai dengan Government finance statistics manual (1986) belanja urusan 
ekonomi adalah belanja yang termasuk diantaranya belanja urusan 
ketenagakerjaan, belanja komersial, belanja energi dan bahan bakar, dan 
belanja perindustrian lainnya beserta risetnya. belanja pemerintah telah diatur 
pada Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 pada pasal 8 no. 2 yang 
berbunyi seperti, Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan  
urusan pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan 
oleh Pemerintah  dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan  
dan belanja daerah yang bersangkutan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan 
sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:  
 Dari tiga variable  yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia 
adalah Belanja Pendidikan, dimana belanja pendidikan nilai koefisen belanja 
pendidikan sebesar 2,32%. Sedangkan belanja kesehatan nilai koefisiennya 
sebesar 1,71%, dan belanja ekonomi nilai koefisiennya sebesar 2,14%. 
1. Belanja pendidikan  berpengaruh positif  terhadap indeks pembangunan 
manusia (IPM) di Kabupaten Jeneponto . artinya jika belanja Pendidikan 
terhadap indeks pembangunan manusia meningkat maka akan 
meningkatkan nilai indeks pembangunan (IPM) di Kabupaten Jeneponto. 
dimana dari anggaran belanja pendidikan ini dapat meningkatkan Angka 
Rata-rata lama Sekolah dan Angka Harapan Lama sekolah (HLS). Rata-
rata Lama Sekolah di Kabupaten Jeneponto.  
2. Belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). artinya jika belanja kesehatan terhadap indeks 
pembangunan meningkat maka akan meningkatkan nilai indeks 
pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten di Jeneponto.  
3. Belanja ekonomi  berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan 
manusia  (IPM).  Artinya jika belanja ekonomi tehadap indeks 
pembangunan manusia meningkat maka akan meningkatkan nilai indeks 
pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Jeneponto. 
4. Indeks Pembangaunan Manusia (IPM) Kabupaten Jeneponto tahun 
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2005-2014 sebesar 65.18% dan Kabupaten Jeneponto merupakan 
kabupaten dengan nilai IPM terendah diantara kabupaten di Povinsi 
Sulawesi Selatan. 
 
5.2 Saran 
1. Dari komponen Indeks Pembangunan Manusia yaitu indeks kesehatan, 
indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Indeks pendidikan yang 
memiliki persentase paling rendah dibanding dengan indeks kesehatan 
dan indeks pengeluaran, peran pemerintah sangat diperlukan dimana 
pemerintah menyediakan sarana dan prasaran pendidikan yang ada di 
Kabupaten Jeneponto. 
2. Dalam pengalokasian belanja pemerintah, diharapkan pemerintah 
daerah Kabupaten Jeneponto dapat memberikan alokasi yang lebih 
besar di bidang pendidikan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan 
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Seolah (HLS), 
menurunkan angka putus sekolah, serta peningkatan sarana belajar 
mengajar yang nantinya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) di Kabupaten Jeneponto. 
3. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, penelitian ini 
memiliki kelemahan dimana karena penelitian ini dilakukan dengan 
metode yang sederhana sehingga periode penelitian ini pun cukup 
singkat, oleh karena itu sebaiknya untuk penelitian selanjutnya jangka 
waktu objek penelitian lebih panjang lagi.  
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Data Awal  
IPM, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Ekonomi 
Tahun IPM 
(Y) 
Belanja 
Pendidikan (X1) 
Belanja 
Kesehatan (X2) 
Belanja 
Ekonomi (X3) 
2005 60.92 78,216,179,535 15,710,420,482 16,936,000,000 
2006 63.17 104,240,532,017 28,918,194,212 23,766,000,000 
2007 63.42 122,7490,00,000 28,062,000,000 33,997,000,000 
2008 64.04 136,161,765,431 37,564,194,201 40,163,198,495 
2009 64.14 170,030,804,360 40,355,684,443 45,359,870,369 
2010 64.44 222,276,239,787 46,781,606,057 63,321,460,105 
2011 64.54 241,568,791,900 60,952,002,000 70,231,431,000 
2012 64.93 237,760,415,000 81,194,256,000 82,494,744,484 
2013 65.00 310,491,051,277 93,758,954,517 86,029,525,888 
2014 65.18 356,371,832,980 135,484,177,478 94,167,443,000 
 
Ln Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Ekonomi 
Tahun IPM 
(Y) 
Belanja 
Pendidikan (X1) 
Belanja 
Kesehatan (X2) 
Belanja 
Ekonomi (X3) 
2005 60.92 25.08274 23.47759 23.55271 
2006 63.17 25.36997 24.08774 23.89152 
2007 63.42 25.53341 24.05768 24.24954 
2008 64.04 25.63711 24.34932 24.53789 
2009 64.14          26.1279          24.42100 24.41622 
2010 64.44 26.21042 24.56876 24.87149 
2011 64.54 26.19453 24.83335 24.97506 
2012 64.93 26.46142 25.12011 25.26834 
2013 65.00 26.59924          25.2639       25.136 
2014 65.18  25.63212 25.17796 
 
           Selisih Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Ekonomi 
Tahun IPM 
(Y) 
 Belanja 
Pendidikan (X1) 
Belanja 
Kesehatan (X2) 
Belanja 
Ekonomi (X3) 
2005 60.92 25.08274 23.47759 23.55271 
2006 63.17 23.98230 23.30407 22.64459 
2007 63.42 23.64149 20.56801 23.04869 
2008 64.04 23.31947 22.97479 23.15362 
2009 64.14 24.24577 21.74984 22.37128 
2010 64.44 24.67922 22.58361 23.86562 
2011 64.54 23.68298 23.37442 22.65623 
2012 64.93 -22.0605 23.73104 23.89865 
2013 65.00 25.01003 23.25416 23.18052 
2014 65.18 24.54931 24.45437 21.98592 
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Dependent Variable: Y 
  Method: Least Squares 
  Date: 11/21/16   Time: 09:22 
  Sample: 2005 2014 
  Included observations: 10 
       
  Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
X1 2.332793 0.469049 4.973449 0.0025 
X2 1.717359 0.372092 4.615412 0.0036 
X3 2.140671 0.348748 6.138156 0.0009 
C 14.17494 8.592352 1.649716 0.1501 
     
     
R-squared 0.875975     Mean dependent var 63.93800 
Adjusted R-squared 0.813963     S.D. dependent var 1.249220 
S.E. of regression 0.538814     Akaike info criterion 1.890283 
Sum squared resid 1.741925     Schwarz criterion 2.011317 
Log likelihood -5.451414     F-statistic 14.12579 
Durbin-Watson stat 2.503915     Prob(F-statistic) 0.003974 
     
 
Tabel 1.1 
 Data IPM Indonesia (Nasional) , Provinsi Sulawesi Selatan , dan Kabupaten 
Jeneponto 
 
Tahun IPM Indonesia 
(Nasional) 
IPM 
Sulawesi Selatan 
IPM 
Jeneponto 
2010 66.53 66.00 58.31 
2011 67.09 66.65 58.95 
2012 67.70 67.26 59.62 
2013 68.31 67.92 60.55 
2014 68.90 68.49 61.45 
                Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 
 
Tabel 1.2  
Data IPM Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Wilayah Sulawesi 
Selatan 
2010 2011 2012 2013 2014 
Kepulauan Selayar 62.15 62.53 62.87 63.16 63.66 
Bulukumba 62.73 63.36 63.82 64.27 65.24 
Bantaeng 62.46 63.07 63.99 64.88 65.77 
Jeneponto 58.31 58.95 59.62 60.55 61.45 
Takalar 60.23 60.83 61.66 62.58 63.53 
gowa 63.83 64.42 64.65 65.45 66.12 
Sinjai 61.31 62.13 62.74 63.47 63.83 
Maros 64.07 64.95 65.05 66.06 66.65 
Pangkajene Kepulauan 62.79 63.06 64.03 65.24 66.16 
Barru 64.94 65.73 66.07 67.02 67.94 
Bone 59.69 60.21 60.77 61.04 62.09 
Soppeng 63.51 63.08 64.05 64.43 64.74 
Wajo 63.07 64.00 64.88 65.79 66.49 
Sindereng rappang 65.54 65.88 66.19 67.15 68.14 
Pinrang 66.25 66.96 67.64 68.14 68.92 
Enrekang 66.27 67.03 67.74 68.39 69.37 
Luwu 63.95 64.71 65.43 66.39 67.34 
Tana Toraja 62.83 63.22 63.96 64.55 65.08 
Luwu Utara 64.77 65.57 65.99 66.04 66.09 
Sulawesi Selatan 66.00 66.65 67.26 67.92 68.49 
Luwu timur 68.47 68.94 69.34 69.53 69.75 
Toraja Utara 63.51 64.48 64.89 65.65 66.15 
Makassar 77.63 77.82 78.47 78.98 79.35 
Pare-pare 73.55 74.02 74.67 75.03 75.66 
Palopo 73.03 74.02 74.54 75.02 75.65 
                 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 
 
Tabel 1.4  
Indikator IPM Kabupaten Jeneponto 
 
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 
Angka Harapan 
Hidup (AHH) 
65.09 6.18 6.27 6.35 6.39 
Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS) 
5.15 5.24 5.38 5.43 5.63 
Harapan Lama 
Sekolah (HLS) 
9.95 10.24 10.54 11.22 11.68 
Paritas Daya Beli 81.38 82.37 82.37 83.48 84.14 
          Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 
 
Tabel 1.3 
Komponen IPM Jeneponto 2010-2014 
 
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 
Indeks 
Kesehatan 
69.36 69.05 69.64 69.76 69.82 
Indeks 
Pendidikan 
44.70 45.85 47.20 49.24 51.22 
Indeks 
Pengeluaran 
63.83 64.20 64.46 64.62 64.87 
          Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 
Tabel 1.4 
Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup 
(AHH), Daya Beli Masyarakat 
Tahun 
Angka Melek 
Huruf (Persen) 
Rata-rata Lama 
Sekolah 
(Tahun) 
Angka Harapan 
Hidup (Tahun) 
Daya Beli 
Masyarakat 
(Rp) 
2005 68.20 5.3 64.3 619,7 
2006 75.74 5.86 64.40 621,0 
2007 75.7 5.9 64.6 621,0 
2008 76.5 5.9 64.7 623,3 
2009 77.2 5.9 64.9 628,0 
2010 77.27 6.2 65.0 631,7 
2011 77.31 6.2 65.15 634,9 
2012 77.42 6.23 65.31 637,16 
2013 78.92 6.27 65.40 640,30 
2014 79.7 6.27 65.50 643,0 
          Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 
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